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Badan Diklat PKN BPK RI 

Jl. Bina Warga 2, Kalibata Raya, 

Jakarta Selatan 12750 
https://badiklatpkn.bpk.go.id  

Helpdesk (WA): 0812 2221 8786 

diklat.eksternal@bpk.go.id 

 

 DIKLAT TEKNIS  

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA 

Pada tahun 2021, Badan Diklat 

Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat 

PKN) BPK RI menyelenggarakan 

program kelas umum terjadwal Diklat 

Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara 

untuk periode bulan Februari sampai 

dengan November di berbagai lokasi 

penyelenggaraan. Kelas umum ini dapat 

diikuti oleh peserta gabungan yang 

berasal dari berbagai instansi. 

Penyelenggaraan diklat ini bertujuan 

untuk menyediakan program 

pendidikan profesional berkelanjutan 

bagi para akuntan publik dan para 

pihak di luar BPK, para Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP), 

serta para pegawai instansi/ 

kementerian/ lembaga pemerintah 

lainnya.  

 

 LOKASI PENYELENGGARAAN 

Lokasi penyelenggaraan diklat yang 

dikelola Badiklat PKN meliputi: 

1. Badiklat PKN Jakarta 

Jl. Bina Warga 2 

Kalibata Raya, Pancoran 

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750 

2. Balai Diklat PKN Medan 

Jl. Jamin Ginting KM. 10,5 

Simpang Selayang, Medan 

Tuntungan 

Medan, Sumatera Utara 20135 

3. Balai Diklat PKN Yogyakarta 

Jl. HOS Cokroaminoto No.52 

Tegalrejo, Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55253 

4. Balai Diklat PKN Gowa 

Jl. H.M. Yasin Limpo No.59 

Romangpolong, Somba Opu 

Kab. Gowa, Sulawesi Selatan 92113 

5. Balai Diklat PKN Bali 

Pering, Kec. Blahbatuh 

Kab. Gianyar, Bali 80581 

Calon peserta disarankan untuk memilih 

lokasi penyelenggaraan yang paling 

mendekati lokasi domisili calon peserta. 

 

 JADWAL PENYELENGGARAAN 

Kalender Diklat 2021 yang berisi 

informasi jadwal dan lokasi 

penyelenggaraan diklat dapat dilihat 

pada Lampiran.  

 

 

 METODE PEMBELAJARAN 

Dalam kondisi normal, pembelajaran 

dilakukan dengan metode klasikal di 

setiap lokasi penyelenggaraan. Di masa 

pandemi, Badiklat PKN 

menyelenggarakan diklat dengan 

metode pembelajaran jarak jauh 

(distance learning), dimana peserta dan 

fasilitator dapat melakukan aktivitas 

pembelajaran melalui Learning 

Management System (LMS) 

elearning.bpk.go.id dan aplikasi video 

conference. Jumlah Jam Pelatihan (JP) 

dalam 1 (satu) hari diklat adalah setara 

10 JP. 

 

 TARIF PNBP 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

yang berlaku di BPK RI diatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 

Tahun 2013. Tarif PNBP untuk Diklat 

Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara 

bervariasi sesuai dengan jumlah hari 

diklat dan metode pembelajarannya. 

Tarif PNBP diklat tersebut sudah 

termasuk biaya diklat, modul, sertifikat, 

training kit, dan konsumsi (jika metode 

klasikal). Jika diklat menggunakan 

metode klasikal, tersedia pula opsi 

menginap di wisma lokasi 

penyelenggaraan dengan tarif PNBP 

berlaku. 
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 TATA CARA PENDAFTARAN CALON 

PESERTA 

1. Calon peserta dapat mendaftarkan 

diri secara perorangan melalui link: 

https://bit.ly/eksternBPK  

2. Pendaftaran setiap kelas dibuka 

sampai dengan 2 minggu sebelum 

jadwal penyelenggaraan. 

3. Jika jumlah peserta yang mendaftar 

memenuhi kuota minimal 15 (lima 

belas) orang untuk 1 (satu) kelas, 

calon peserta akan dikonfirmasi 

kembali dan diinfokan terkait tata 

cara penyetoran PNBP. 

4. Calon peserta membayar PNBP ke 

nomor rekening Bendahara 

Penerimaan Badiklat PKN dan 

melakukan konfirmasi pembayaran. 

5. Badiklat PKN menerbitkan Surat 

Pemanggilan Peserta. Peserta yang 

sudah dipanggil tidak 

diperkenankan untuk membatalkan 

keikutsertaan. 

 

 HELPDESK DAN INFORMASI 

Pertanyaan dan informasi lebih lanjut 

dapat disampaikan melalui Helpdesk 

berikut: 

 

 

WhatsApp: 0812 2221 8786 

Email: diklat.eksternal@bpk.go.id 

Website: https://badiklatpkn.bpk.go.id 

Semua informasi terkait 

penyelenggaraan Diklat Eksternal akan 

kami sampaikan melalui media 

komunikasi di atas. 

Dengan demikian, jika terdapat pihak 

yang mengatasnamakan Badiklat PKN 

dan menyebarkan informasi 

penyelenggaraan Diklat Eksternal selain 

dari saluran komunikasi tersebut di atas, 

dapat dipastikan bahwa informasi 

tersebut bukanlah informasi resmi yang 

berasal dari Badiklat PKN BPK RI. 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

FEBRUARI 

1 Pemeriksaan Belanja daerah 50  Konsep dasar pemeriksaan belanja daerah 

 Analisis objek pemeriksaan belanja daerah 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik dan metodologi pemeriksaan 

 Praktik langkah-langkah pengujian substantif atas 

belanja daerah 

 Penulisan laporan 

15-19 Februari Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

2 Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

50  Konsep dan siklus akuntansi akrual dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

 Siklus pendapatan dan piutang daerah 

 Siklus belanja barang jasa dan persediaan 

 Siklus belanja modal dan aset  

 Penyusutan aset tetap, penyisihan piutang dan 
amortisasi aset tidak berwujud 

 Kewajiban, investasi dan pembiayaan 

 Konsepsi reviu LKPD 

 Analisis sistem penyusunan LKPD (materi dan 
praktek)  

 Analisis hubungan antar akun LKPD (materi dan 
praktek) 

 Analisis rekam transaksi keuangan pemerintah 
(materi dan praktek)  

15-19 Februari Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 

3 Pemeriksaan Kinerja 50  Gambaran umum pemeriksaan kinerja  

 Perencanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaporan hasil pemeriksaan kinerja 

 Praktik dan studi kasus  

15-19 Februari Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

4 Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual 

dalam Rangka Pemeriksaan 

50  Gambaran umum SAP menurut PP No.71 Tahun 2010 

 Kerangka konseptual SAP 

 Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 01, 02, 
03, 04 dan 12) 

 Aset (PSAP Nomor 05, 06, 07 dan 08) 

 Kewajiban (PSAP Nomor 09) 

 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
dan peristiwa luar biasa (PSAP Nomor 10) 

 Praktik/studi kasus 

15-19 Februari Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 

5 Pemeriksaan Pendapatan 

Daerah 

40  Konsep dasar pemeriksaan pendapatan daerah 

 Analisis objek pemeriksaan pendapatan daerah 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik dan metodologi pemeriksaan 

 Penulisan laporan  

22-25 Februari Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

2.950.000 

MARET 

1 Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

50  Konsep dan siklus akuntansi akrual dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

 Siklus pendapatan dan piutang daerah 

 Siklus belanja barang jasa dan persediaan 

 Siklus belanja modal dan aset  

 Penyusutan aset tetap, penyisihan piutang dan 
amortisasi aset tidak berwujud 

 Kewajiban, investasi dan pembiayaan 

 Konsepsi reviu LKPD 

 Analisis sistem penyusunan LKPD (materi dan 
praktek)  

 Analisis hubungan antar akun LKPD (materi dan 
praktek) 

 Analisis rekam transaksi keuangan pemerintah 
(materi dan praktek)  

1-5 Maret Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 



 

5 

No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

2 Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual 

dalam Rangka Pemeriksaan 

50  Gambaran umum SAP menurut PP No.71 Tahun 2010 

 Kerangka konseptual SAP 

 Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 01, 02, 
03, 04 dan 12) 

 Aset (PSAP Nomor 05, 06, 07 dan 08) 

 Kewajiban (PSAP Nomor 09) 

 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
dan peristiwa luar biasa (PSAP Nomor 10) 

 Praktik/studi kasus 

1-5 Maret Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 

3 Pemeriksaan Barang Milik 

Daerah 

50  Konsep dasar dan peraturan-peraturan pengelolaan 
aset negara (BMD) 

 Prosedur SIMAK BMD 

 Prosedur SIMAK Persediaan 

 Penghapusan dan pemindahtanganan BMD 

 Prosedur Laporan BMD 

1-5 Maret Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 

4 Penghitungan dan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah 

30  Pemahaman umum kerugian negara 

 Penghitungan kerugian negara 

 Pelaporan hasil kerugian negara 

 Penyelesaian kerugian negara 

 Proses pemantauan kerugian negara 

29-31 Maret Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

2.400.000 

5 Probity Audit 30  Gambaran umum probity audit 

 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 

 Perencanaan probity audit 

 Merancang tahapan probity audit 

29-31 Maret Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

2.400.000 

6 Pemeriksaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

40  Overview Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah 
dan proses pemeriksaan 

 Pemeriksaan perencanaan pengadaan, 
pembentukan Panitia Lelang dan penyusunan HPS 

 Pemeriksaan proses pengadaan di Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) 

 Pemeriksaan penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan pasca penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan atas PBJ melalui swakelola 
 
 
 
 

29 Maret – 1 

April 

Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

2.950.000 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

APRIL 

1 Pemeriksaan Investigatif 50  Pengantar pemeriksaan investigatif 

 Prosedur pemeriksaan investigatif 

 Teknik pemeriksaan investigatif  

 Pelaporan, komunikasi, dan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan investigatif  

 Penghitungan kerugian negara/daerah dan 
pemberian keterangan ahli 

5-9 April Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

2 Pemeriksaan Kinerja 50  Gambaran umum pemeriksaan kinerja  

 Perencanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaporan hasil pemeriksaan kinerja 

 Praktik dan studi kasus  

5-9 April Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 

3 Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

50  Konsep dan siklus akuntansi akrual dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

 Siklus pendapatan dan piutang daerah 

 Siklus belanja barang jasa dan persediaan 

 Siklus belanja modal dan aset  

 Penyusutan aset tetap, penyisihan piutang dan 
amortisasi aset tidak berwujud 

 Kewajiban, investasi dan pembiayaan 

 Konsepsi reviu LKPD 

 Analisis sistem penyusunan LKPD (materi dan 
praktek)  

 Analisis hubungan antar akun LKPD (materi dan 
praktek) 

 Analisis rekam transaksi keuangan pemerintah 
(materi dan praktek)  

5-9 April Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

4 Pemeriksaan Belanja Daerah 50  Konsep dasar pemeriksaan belanja daerah 

 Analisis objek pemeriksaan belanja daerah 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik dan metodologi pemeriksaan 

 Praktik langkah-langkah pengujian substantif atas 

belanja daerah 

 Penulisan laporan 

5-9 April Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

JUNI 

1 Pemeriksaan Pendapatan 

Daerah 

40  Konsep dasar pemeriksaan pendapatan daerah 

 Analisis objek pemeriksaan pendapatan daerah 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik dan metodologi pemeriksaan 

 Penulisan laporan  

7-10 Juni Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

2.950.000 

2 Pemeriksaan Investigatif 50  Pengantar pemeriksaan investigatif 

 Prosedur pemeriksaan investigatif 

 Teknik pemeriksaan investigatif  

 Pelaporan, komunikasi, dan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan investigatif  

 Penghitungan kerugian negara/daerah dan 
pemberian keterangan ahli 

7-11 Juni Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

3 Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

50  Konsep dan siklus akuntansi akrual dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

 Siklus pendapatan dan piutang daerah 

 Siklus belanja barang jasa dan persediaan 

 Siklus belanja modal dan aset  

 Penyusutan aset tetap, penyisihan piutang dan 
amortisasi aset tidak berwujud 

 Kewajiban, investasi dan pembiayaan 

 Konsepsi reviu LKPD 

 Analisis sistem penyusunan LKPD (materi dan 
praktek)  

 Analisis hubungan antar akun LKPD (materi dan 
praktek) 

 Analisis rekam transaksi keuangan pemerintah 
(materi dan praktek)  

7-11 Juni Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 

4 Pemeriksaan Kinerja 50  Gambaran umum pemeriksaan kinerja  

 Perencanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaporan hasil pemeriksaan kinerja 

 Praktik dan studi kasus  

14-18 Juni Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

5 Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual 

dalam Rangka Pemeriksaan 

50  Gambaran umum SAP menurut PP No.71 Tahun 2010 

 Kerangka konseptual SAP 

 Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 01, 02, 
03, 04 dan 12) 

 Aset (PSAP Nomor 05, 06, 07 dan 08) 

 Kewajiban (PSAP Nomor 09) 

 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
dan peristiwa luar biasa (PSAP Nomor 10) 

 Praktik/studi kasus 

14-18 Juni Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

6 Pemeriksaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

40  Overview Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah 
dan proses pemeriksaan 

 Pemeriksaan perencanaan pengadaan, 
pembentukan Panitia Lelang dan penyusunan HPS 

 Pemeriksaan proses pengadaan di Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) 

 Pemeriksaan penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan pasca penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan atas PBJ melalui swakelola 

21-24 Juni Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

2.950.000 

7 Probity Audit 30  Gambaran umum probity audit 

 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 

 Perencanaan probity audit 

 Merancang tahapan probity audit 

23-25 Juni Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

2.400.000 

JULI 

1 Pemeriksaan Kinerja 50  Gambaran umum pemeriksaan kinerja  

 Perencanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaporan hasil pemeriksaan kinerja 

 Praktik dan studi kasus  

12-16 Juli Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

2 Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

50  Konsep dan siklus akuntansi akrual dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

 Siklus pendapatan dan piutang daerah 

 Siklus belanja barang jasa dan persediaan 

 Siklus belanja modal dan aset  

 Penyusutan aset tetap, penyisihan piutang dan 
amortisasi aset tidak berwujud 

 Kewajiban, investasi dan pembiayaan 

 Konsepsi reviu LKPD 

 Analisis sistem penyusunan LKPD (materi dan 
praktek)  

 Analisis hubungan antar akun LKPD (materi dan 
praktek) 

 Analisis rekam transaksi keuangan pemerintah 
(materi dan praktek)  

12-16 Juli Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 

3 Penghitungan dan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah 

30  Pemahaman umum kerugian negara 

 Penghitungan kerugian negara 

 Pelaporan hasil kerugian negara 

 Penyelesaian kerugian negara 

 Proses pemantauan kerugian negara 

21-23 Juli Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

2.400.000 

4 Pemeriksaan Barang Milik 

Daerah 

50  Konsep dasar dan peraturan-peraturan pengelolaan 
aset negara (BMD) 

 Prosedur SIMAK BMD 

 Prosedur SIMAK Persediaan 

 Penghapusan dan pemindahtanganan BMD 

 Prosedur Laporan BMD 

26-30 Juli Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 

Metode 

Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

5 Registrasi Kantor Akuntan 

Publik – Tingkat Partner 

20  Pengelolaan keuangan negara/daerah: 
1. Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Pusat/Daerah (SPKPP/SPKPD) 
2. Sistem dan Standar Akuntansi Pemerintah 

 Pemeriksaan keuangan negara: 
1. Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  

(SPKN) dan Kode Etik 

2. Metodologi   pemeriksaan keuangan pusat dan 
daerah 

 Penyusunan LHP: 
1. Gambaran umum penyusunan Temuan 

Pemeriksaan 

2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

27-28 Juli Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

2.500.000 

6 Registrasi Kantor Akuntan 

Publik – Tingkat Pemeriksa 

50  Pengelolaan keuangan negara/daerah 

 Pemeriksaan keuangan negara:  
1. Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  

(SPKN) dan Kode Etik 

2. Metodologi   pemeriksaan keuangan pusat dan 
daerah 

 Kerangka logis penyusunan Temuan Pemeriksaan 

 Praktik penyusunan Temuan Pemeriksaan dan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

26-30 Juli Badiklat PKN 

Jakarta, 

Balai Diklat PKN 

Medan, 

Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.310.000 

AGUSTUS 

1 Registrasi Kantor Akuntan 

Publik – Tingkat Partner 

20  Pengelolaan keuangan negara/daerah: 
1. Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Pusat/Daerah (SPKPP/SPKPD) 
2. Sistem dan Standar Akuntansi Pemerintah 

 Pemeriksaan keuangan negara: 
1. Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  

(SPKN) dan Kode Etik 

2. Metodologi   pemeriksaan keuangan pusat dan 
daerah 

 Penyusunan LHP: 
1. Gambaran umum penyusunan Temuan 

Pemeriksaan 

2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

3-4 Agustus Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

2.500.000 
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No. Nama Diklat Jumlah 

JP 

Topik Diklat Waktu 

Penyelenggaraan 

Lokasi 

Penyelenggaraan 
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Pembelajaran 

Tarif PNBP 

(Rupiah) 

2 Registrasi Kantor Akuntan 

Publik – Tingkat Pemeriksa 

50  Pengelolaan keuangan negara/daerah 

 Pemeriksaan keuangan negara:  
1. Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  

(SPKN) dan Kode Etik 

2. Metodologi   pemeriksaan keuangan pusat dan 
daerah 

 Kerangka logis penyusunan Temuan Pemeriksaan 

 Praktik penyusunan Temuan Pemeriksaan dan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

2-6 Agustus Badiklat PKN 

Jakarta, 

Balai Diklat PKN 

Bali 

Distance 

Learning 

3.310.000 

3 Probity Audit 30  Gambaran umum probity audit 

 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 

 Perencanaan probity audit 

 Merancang tahapan probity audit 

11-13 Agustus Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

2.400.000 

4 Pemeriksaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

40  Overview Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah 
dan proses pemeriksaan 

 Pemeriksaan perencanaan pengadaan, 
pembentukan Panitia Lelang dan penyusunan HPS 

 Pemeriksaan proses pengadaan di Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) 

 Pemeriksaan penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan pasca penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan atas PBJ melalui swakelola 

30 Agustus – 2 

September 

Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

2.950.000 

5 Pemeriksaan Pendapatan 

Daerah 

40  Konsep dasar pemeriksaan pendapatan daerah 

 Analisis objek pemeriksaan pendapatan daerah 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik dan metodologi pemeriksaan 

 Penulisan laporan  

30 Agustus – 2 

September 

Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

2.950.000 

6 Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual 

dalam Rangka Pemeriksaan 

50  Gambaran umum SAP menurut PP No.71 Tahun 2010 

 Kerangka konseptual SAP 

 Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 01, 02, 
03, 04 dan 12) 

 Aset (PSAP Nomor 05, 06, 07 dan 08) 

 Kewajiban (PSAP Nomor 09) 

 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
dan peristiwa luar biasa (PSAP Nomor 10) 

 Praktik/studi kasus 

30 Agustus – 3 

September 

Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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7 Pemeriksaan Infrastruktur 

Gedung dan Bangunan 

50  Konsep dasar pemeriksaan 

 Analisis objek pemeriksaan gedung dan bangunan 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik pemeriksaan 

 Penulisan laporan 

30 Agustus – 3 

September 

Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

SEPTEMBER 

1 Pemeriksaan Kinerja 50  Gambaran umum pemeriksaan kinerja  

 Perencanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaporan hasil pemeriksaan kinerja 

 Praktik dan studi kasus  

13-17 September Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

2 Pemeriksaan Infrastruktur Jalan 

dan Jembatan 

50  Konsep dasar pemeriksaan 

 Analisis objek pemeriksaan jalan dan jembatan 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik pemeriksaan 

 Penulisan laporan 

13-17 September Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

3 Pemeriksaan Investigatif 50  Pengantar pemeriksaan investigatif 

 Prosedur pemeriksaan investigatif 

 Teknik pemeriksaan investigatif  

 Pelaporan, komunikasi, dan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan investigatif  

 Penghitungan kerugian negara/daerah dan 
pemberian keterangan ahli 

20-24 

September 

Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 

4 Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual 

dalam Rangka Pemeriksaan 

50  Gambaran umum SAP menurut PP No.71 Tahun 2010 

 Kerangka konseptual SAP 

 Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 01, 02, 
03, 04 dan 12) 

 Aset (PSAP Nomor 05, 06, 07 dan 08) 

 Kewajiban (PSAP Nomor 09) 

 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
dan peristiwa luar biasa (PSAP Nomor 10) 

 Praktik/studi kasus 

 

 

 

 

27 September – 

1 Oktober 

Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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OKTOBER 

1 Pemeriksaan Barang Milik 

Daerah 

50  Konsep dasar dan peraturan-peraturan pengelolaan 
aset negara (BMD) 

 Prosedur SIMAK BMD 

 Prosedur SIMAK Persediaan 

 Penghapusan dan pemindahtanganan BMD 

 Prosedur Laporan BMD 

4-8 Oktober Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 

2 Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

50  Konsep dan siklus akuntansi akrual dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

 Siklus pendapatan dan piutang daerah 

 Siklus belanja barang jasa dan persediaan 

 Siklus belanja modal dan aset  

 Penyusutan aset tetap, penyisihan piutang dan 
amortisasi aset tidak berwujud 

 Kewajiban, investasi dan pembiayaan 

 Konsepsi reviu LKPD 

 Analisis sistem penyusunan LKPD (materi dan 
praktek)  

 Analisis hubungan antar akun LKPD (materi dan 
praktek) 

 Analisis rekam transaksi keuangan pemerintah 
(materi dan praktek)  

4-8 Oktober Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 

3 Pemeriksaan Infrastruktur 

Gedung dan Bangunan 

50  Konsep dasar pemeriksaan 

 Analisis objek pemeriksaan gedung dan bangunan 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik pemeriksaan 

 Penulisan laporan 

4-8 Oktober Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

4 Pemeriksaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

40  Overview Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah 
dan proses pemeriksaan 

 Pemeriksaan perencanaan pengadaan, 
pembentukan Panitia Lelang dan penyusunan HPS 

 Pemeriksaan proses pengadaan di Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) 

 Pemeriksaan penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan pasca penandatanganan Kontrak 

 Pemeriksaan atas PBJ melalui swakelola 

20-23 Oktober Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

2.950.000 
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5 Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual 

dalam Rangka Pemeriksaan 

50  Gambaran umum SAP menurut PP No.71 Tahun 2010 

 Kerangka konseptual SAP 

 Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 01, 02, 
03, 04 dan 12) 

 Aset (PSAP Nomor 05, 06, 07 dan 08) 

 Kewajiban (PSAP Nomor 09) 

 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
dan peristiwa luar biasa (PSAP Nomor 10) 

 Praktik/studi kasus 

25-29 Oktober Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

NOVEMBER 

1 Penghitungan dan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah 

30  Pemahaman umum kerugian negara 

 Penghitungan kerugian negara 

 Pelaporan hasil kerugian negara 

 Penyelesaian kerugian negara 

 Proses pemantauan kerugian negara 

8-10 November Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

2.400.000 

2 Pemeriksaan Pendapatan 

Daerah 

40  Konsep dasar pemeriksaan pendapatan daerah 

 Analisis objek pemeriksaan pendapatan daerah 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik dan metodologi pemeriksaan 

 Penulisan laporan  

8-11 November Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

2.950.000 

3 Pemeriksaan Infrastruktur Jalan 

dan Jembatan 

50  Konsep dasar pemeriksaan 

 Analisis objek pemeriksaan jalan dan jembatan 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik pemeriksaan 

 Penulisan laporan 

8-12 November Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

4 Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual 

dalam Rangka Pemeriksaan 

50  Gambaran umum SAP menurut PP No.71 Tahun 2010 

 Kerangka konseptual SAP 

 Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 01, 02, 
03, 04 dan 12) 

 Aset (PSAP Nomor 05, 06, 07 dan 08) 

 Kewajiban (PSAP Nomor 09) 

 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
dan peristiwa luar biasa (PSAP Nomor 10) 

 Praktik/studi kasus 

8-12 November Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 
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5 Pemeriksaan Kinerja 50  Gambaran umum pemeriksaan kinerja  

 Perencanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja 

 Pelaporan hasil pemeriksaan kinerja 

 Praktik dan studi kasus  

15-19 November Balai Diklat PKN 

Medan 

Distance 

Learning 

3.450.000 

6 Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

50  Konsep dan siklus akuntansi akrual dalam 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

 Siklus pendapatan dan piutang daerah 

 Siklus belanja barang jasa dan persediaan 

 Siklus belanja modal dan aset  

 Penyusutan aset tetap, penyisihan piutang dan 
amortisasi aset tidak berwujud 

 Kewajiban, investasi dan pembiayaan 

 Konsepsi reviu LKPD 

 Analisis sistem penyusunan LKPD (materi dan 
praktek)  

 Analisis hubungan antar akun LKPD (materi dan 
praktek) 

 Analisis rekam transaksi keuangan pemerintah 
(materi dan praktek)  

22-26 

November 

Badiklat PKN 

Jakarta 

Distance 

Learning 

3.450.000 

7 Probity Audit 30  Gambaran umum probity audit 

 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 

 Perencanaan probity audit 

 Merancang tahapan probity audit 

22-24 

November 

Balai Diklat PKN 

Yogyakarta 

Distance 

Learning 

2.400.000 

8 Pemeriksaan Belanja Daerah 50  Konsep dasar pemeriksaan belanja daerah 

 Analisis objek pemeriksaan belanja daerah 

 Desain prosedur pemeriksaan 

 Teknik dan metodologi pemeriksaan 

 Praktik langkah-langkah pengujian substantif atas 

belanja daerah 

 Penulisan laporan 

22-26 

November 

Balai Diklat PKN 

Gowa 

Distance 

Learning 

3.450.000 

 


